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Abstrak 

Sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila sangat penting dalam melindungi masyarakat dari radikalisme dan ekstremisme. Untuk 

menjaga stabilitas dan harmoni di masyarakat, Pancasila menawarkan nilai-nilai seperti toleransi, persatuan, keberagaman, kesetaraan, 

dan keadilan sosial. Relevansi Pancasila dalam memerangi radikalisme yang semakin meningkat, terutama di media digital, dikaji 

melalui metode studi literatur. Radikalisme, yang sering ditandai dengan sikap fanatik, eksklusif, dan militan, memiliki potensi untuk 

memecah belah masyarakat, mendorong nasionalisme, dan merusak prinsip persatuan. Sebagai langkah strategis untuk mengatasi 

ancaman ini, diputuskan untuk menerapkan pendidikan moral yang berbasis Pancasila, kolaborasi lintas sektor, dan kebijakan yang 

mendukung keberagaman.  

 

Kata kunci: Pancasila, radikalisme, toleransi, persatuan. 

 

Abstract 

As the ideology of the Indonesian state, Pancasila is very important in protecting society from radicalism and extremism. To maintain 

stability and harmony in society, Pancasila offers values such as tolerance, unity, diversity, equality and social justice. The relevance 

of Pancasila in combating increasing radicalism, especially in digital media, is studied through literature study methods. Radicalism, 

which is often characterized by fanatical, exclusive and militant attitudes, has the potential to divide society, encourage nationalism 

and undermine the principle of unity. As a strategic step to overcome this threat, it was decided to implement moral education based 

on Pancasila, cross-sector collaboration, and policies that support diversity. 
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1. Pendahuluan 

 

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang 

terdiri dari lima prinsip utama yang saling 

terkait dan berfungsi sebagai landasan hukum 

untuk kehidupan berbangsa dan 

bermasyarakat. Sebagai ideologi dasar, 

Pancasila mencakup nilai-nilai sebagai 

berikut: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 

demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini 

juga mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, 

hukum, dan pendidikan (Nida et al., 2023). 

Pancasila berfungsi sebagai pedoman sosial-

budaya untuk membangun budaya yang baik 

melalui sikap, etika, dan karakter yang positif. 

Untuk membuat masyarakat yang beradab dan 

berkeadilan, nilai-nilai ini harus diingat dan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

(Yuliana, 2021; Nugraheni et al., 2023). 

Namun, nilai-nilai Pancasila mulai hilang 

dalam masyarakat di era modern, yang dapat 

menyebabkan konflik sosial dan kriminalitas 

(Rahmandawati, 2021). 

 

Pancasila juga berfungsi sebagai sistem etika 

yang mengatur bangsa, negara, dan 

masyarakat. Pendidikan formal, non-formal, 

dan formal, serta media sosial yang mendidik 

karakter masyarakat, adalah beberapa cara di 

mana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan 

(Nugraheni et al., 2023). Selain itu, Pancasila 

dianggap sebagai komitmen bersama dan ilmu 

sakral yang ada sebelum kemerdekaan 

Indonesia, dan karena itu perlu dihidupkan 

kembali dalam kehidupan masyarakat (Solissa, 

2020). 

Menurut Sartono Kartodirdjo (1985:38), 

radikalisme adalah gerakan sosial yang 

menentang secara keseluruhan sistem sosial 

yang ada dan ditandai oleh kejengkelan moral 

yang kuat untuk menentang dan bermusuhan 

dengan orang-orang yang memiliki hak 

istimewa dan yang kuat. Menurut Rani (2017), 

radikalisme berasal dari keyakinan ekstrem 

yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap 

situasi tertentu. Tiga sila utama Pancasila, 

yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 
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Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan 

Persatuan Indonesia, bertentangan dengan 

gerakan radikalisme dan terorisme. Untuk 

memastikan kelangsungan hidup bangsa 

Indonesia di masa depan, masyarakatnya harus 

dididik dan terus disosialisasikan agar nilai-

nilai dasar Pancasila menjadi pilar kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  

 

Ekstremisme adalah fenomena yang kompleks 

yang melibatkan tindakan dan ideologi 

ekstrem yang sering bertentangan dengan 

standar umum. Fenomena ini dapat muncul 

dalam berbagai bentuk, seperti politik, agama, 

dan sosial, dan biasanya terkait dengan 

penggunaan metode ekstrem untuk mencapai 

tujuan tertentu. Salah satu definisi 

ekstremisme adalah ketika seseorang 

mengalami kondisi psikologis di mana 

kebutuhan tertentu lebih penting daripada 

kepentingan lain, yang menyebabkan perilaku 

ekstrem yang menghindari kepentingan umum 

(Kruglanski et al., 2020). Dari sudut pandang 

politik, ekstremisme dapat didefinisikan 

sebagai ideologi yang menentang struktur 

sosial dan institusi kekuasaan yang mapan, 

seringkali disertai dengan seruan untuk 

kekerasan dan ketidakstabilan (Tymoshenko & 

Korolchuk, 2024). Selain itu, ekstremisme 

juga dapat didefinisikan sebagai jenis 

nihilisme hukum yang menentang prinsip dan 

ideal yang diakui secara universal. 

 

2. Teori 

 

Pancasila, dasar negara Indonesia, 

berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan 

nasional dan bernegara. Kelima sila Pancasila 

adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 

demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila 

adalah pandangan hidup bangsa dan alat 

pemersatu yang mampu menerima berbagai 

jenis orang di Indonesia (Kaelan, 2013). 

Pancasila berfungsi sebagai benteng 

ideologis untuk melawan radikalisme dan 

ideologi lain. Pancasila memiliki kemampuan 

untuk mencegah munculnya ide-ide ekstrim 

yang bertentangan dengan semangat 

kebhinekaan karena nilai-nilai moderasi yang 

terkandung di dalamnya (Notonagoro, 1975).  

Filosofi Pancasila sering bertentangan 

dengan radikalisme. Pancasila, sebagai 

ideologi inklusif, menekankan penghormatan, 

kerja sama, dan toleransi terhadap perbedaan. 

Sebaliknya, radikalisme memiliki 

kecenderungan untuk menjadi eksklusif dan 

menghindari keberagaman (Rahmat, 2005). 

Pendidikan adalah bagian penting dari 

pembentukan karakter bangsa yang 

berlandaskan Pancasila. 

 

3. Metodologi Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi literatur. Studi literatur 

menganalisis dan mensistesis literatur yang 

relevan untuk memahami topik atau fenomena 

penelitian. Data utama untuk penelitian ini 

berasal dari jurnal ilmiah, dan database seperti 

Google Schoolar digunakan. Oleh karena itu, 

diharapkan bahwa pemahaman kita tentang 

topik penelitian akan meningkat sebagai hasil 

dari penelitian ini. 

 

4. Pembahasan 

 

4.1. Peran nilai Pancasila 

 

Sebagai ideologi negara Indonesia, 

Pancasila sangat berperan dalam melindungi 

masyarakat dari praktik ekstremisme dan 

radikalisme. Nilai-nilai Pancasila dapat 

berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk 

mendorong toleransi, persatuan, dan 

keberagaman, yang bertentangan dengan 

paham radikal dan ekstremis. Adapun Peran 

Pancasila sebagai berikut: 

 

1. Persatuan dan toleransi:  

Pancasila mempromosikan 

persatuan dan toleransi dalam 

masyarakat Indonesia, yang penting 

untuk menghentikan radikalisme. 

Pendidikan, hukum, dan peraturan 

yang mendukung keberagaman dan 

stabilitas sosial membantu 

meningkatkan nilai-nilai ini (Setiyono 

& Natalis, 2023; Nanda et al., 2023; 

Fadiahturahmah et al., 2023). 

 



   
 

   
 

2. Kesetaraan dan keadilan:  

Pancasila menekankan 

pentingnya kesetaraan dan keadilan, di 

mana tidak ada satu orang atau 

kelompok yang merasa lebih unggul 

dari yang lain. Ini membantu mencegah 

munculnya ideologi ekstrem yang 

sering didasarkan pada ketidakpuasan 

sosial dan ketidakadilan (Ariyani, 

2023;, 2016). 

 

3. Pendidikan moral dan sosialisasi: 

Pelaksanaan pendidikan moral 

yang berbasis Pancasila dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan bahaya radikalisme dan terorisme 

serta pentingnya nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari(Ariyani, 

2023; Nasution et al., 2023)   

  

4. Kolaborasi dan dialog: 

Untuk mengatasi 

kesalahpahaman yang dapat memicu 

radikalisme, pemerintah dan tokoh 

agama dan masyarakat harus bekerja 

sama untuk memperkuat pemahaman 

dan penerapan nilai-nilai Pancasila 

(Ariyani, 2023;, 2016; Khamdan et al., 

2024). Tantangan dan Upaya 

Berkelanjutan: Pancasila telah 

mencapai banyak kesuksesan dalam 

banyak hal, tetapi masih sulit untuk 

menghentikan gerakan radikalisme. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya 

terus-menerus untuk memastikan 

bahwa nilai-nilainya tetap relevan dan 

dapat diterapkan secara efektif dalam 

menghadapi ancaman radikalisme 

(Nanda et al., 2023; Mujib, 2018). 

 

4.2. Strategi implementasi nilai      

Pancasila 

Strategi implementasi nilai Pancasila 

dalam mencegah radikalisme melibatkan 

berbagai pendekatan yang mencakup 

pendidikan, digitalisasi, dan penguatan 

nilai-nilai inti Pancasila. Berikut adalah 

beberapa strategi utama yang diidentifikasi 

dari penelitian: 

1. Pendidikan dan digitalisasi:

 Digitalisasi Pendidikan 

Pancasila: Memanfaatkan teknologi 

digital untuk memperluas akses dan 

interaksi dalam pendidikan Pancasila 

dapat menjadi alat efektif dalam 

mencegah radikalisme. Ini termasuk 

pengembangan konten yang relevan 

dengan realitas sosial dan budaya serta 

mendorong keterampilan berpikir kritis 

dan analitis di kalangan siswa (Kamal 

& Ashif, 2023). 

 

2. Pendidikan moral dan nilai 

Pancasila:  

 Pendidikan yang menekankan 

nilai-nilai Pancasila dapat membantu 

mencegah radikalisme dengan 

menanamkan pemahaman tentang 

persatuan, toleransi, dan keadilan 

(Ariyani, 2023; Pudjiastuti, 2020). 

 

3. Penguatan nilai Pancasila:

 Penguatan Nilai Inti Pancasila 

di Kalangan Pemuda: Melalui seminar 

dan kegiatan edukatif, nilai-nilai 

Pancasila dapat diperkuat di kalangan 

generasi muda untuk menghadapi 

tantangan radikalisme (Candra et al., 

2022). 

 

4. Reaktualisasi Pancasila: 

 Memperbarui dan memperkuat 

pemahaman nilai-nilai Pancasila di 

kalangan generasi muda untuk 

melawan pengaruh radikalisme dan 

terorisme (Mujib, 2018). 

 

5. Keterlibatan komunitas dan 

reformasi pendidikan:   

 Program keterlibatan 

komunitas dan reformasi pendidikan 

dapat membantu melawan radikalisme 

dengan mempromosikan demokrasi, 

keadilan sosial, dan persatuan (Sarjito, 

2024). 

 

 



   
 

   
 

6. Kerjasama pemerintah dan tokoh 

agama:    

 Kerjasama antara pemerintah, 

aparat keamanan, dan tokoh agama 

diperlukan untuk meluruskan 

pemahaman agama dan mencegah 

penyebaran ideologi radikal (Ariyani, 

2023). 

 

7. Infrastruktur teknologi dan 

pelatihan:  

 Tantangan dalam digitalisasi 

pendidikan Pancasila termasuk 

kebutuhan akan infrastruktur teknologi 

yang memadai dan pelatihan bagi 

pendidik (Kamal & Ashif, 2023). 

 

8. Pengawasan konten digital:  

 Penting untuk melakukan 

pengawasan efektif terhadap konten 

digital untuk mencegah penyebaran 

konten radikal (Kamal & Ashif, 2023). 

 

 

E. Kesimpulan 

 

Sebagai ideologi negara Indonesia, 

Pancasila sangat berperan dalam mencegah 

radikalisme dan ekstremisme. Penting untuk 

menjaga stabilitas sosial adalah nilai-nilai 

Pancasila yang mendorong toleransi, 

persatuan, dan keberagaman. Melalui 

pendekatan pendidikan, hukum, dan kebijakan 

yang mendukung keberagaman, Pancasila 

membantu membangun masyarakat yang 

inklusif dan harmonis. Selain itu, 

ketidakpuasan, yang sering menjadi dasar 

ideologi ekstrem, dihindari dengan 

menekankan kesetaraan dan keadilan sosial. 

Pendidikan moral yang didasarkan pada 

Pancasila sangat penting untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang bahaya 

radikalisme dan pentingnya menerapkan nilai-

nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat 

memicu radikalisme, pemerintah, tokoh 

agama, dan masyarakat juga harus bekerja 

sama. 
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